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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

 Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Wt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama pada tingkat  pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK:  XXXX  tempat  dan  tanggal  lahir  Kulon  Progo,  23

Desember  1996,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani/Pekebun,

pendidikan  SLTA,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Kulon

Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

Sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXX tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 15 Januari

1998,  agama Islam,  pekerjaan Petani/Pekebun,  pendidikan

SD,  alamat  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Provinsi  D.I

Yogyakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik

didalam  maupun  diluar  wilayah  hukum  Negara  Republik

Indonesia (ghoib);

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  surat  gugatannya tanggal  05  September  2024  yang

didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Wates,  Nomor

369/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 05  September  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tanggal 28 februari 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta

Nikah Nomor: 0038/020/II/2019 tertanggal 28 februari 2019;  

2. Bahwa  sebelum  pernikahan  Penggugat  berstatus  Perawan  dan

Tergugat berstatus Jejaka;       

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Penggugat di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta selama 2

(dua) tahun;  

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai

seorang anak yang bernama  ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,  NIK:

XXXX, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 1 Oktober 2019;  

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis,  namun sejak tahun 2021 Tergugat meminta izin untuk

bekerja  ke  Kalimantan namun sesampainya di  di  Kalimantan Tergugat  sulit

untuk dihubungi;  

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Juni 2023 Tergugat yang berada di kalimantan sudah tidak bisa

dihubungi  lagi  dan  sudah  tidak  ada  kabar  lagi,  sejak  saat  itu  Tergugat

melalaikan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga dan setelah itu Tergugat

tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara

Republik Indonesia (Ghoib) yang hingga sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun

1 (satu) bulan;  

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan

menghubungi  saudara  Tergugat  dan  teman-teman  kerja  Tergugat  dan

menanyakan  keberadaan  Tergugat,  namun  saudara  Tergugat  dan  Teman

Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;  
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8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat  telah memenuhi

alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  UU  No.1  tahun  1974  jo.  Peraturan

Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;  

9. Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  bernama  ANAK

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: 3401084110190001, Perempuan lahir

di Kulon Progo pada tanggal 1 Oktober 2019, umur 5 tahun masih sangat kecil

dan  masih  membutuhkan  kasih  sayang  Penggugat  sebagai  ibunya,  oleh

karena  itu  untuk  kepentingan  anak  itu  sendiri  dan  rasa  kasih  sayang

Penggugat  terhadap  anak,  maka  Pengugat  mohon  agar  anak  tersebut

ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;  

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Wates  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pengggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang

bernama  ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Kulon

Progo pada  tanggal  1  Oktober  2019  dengan  tetap  memberikan  hak akses

kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;  

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

SUBSIDAIR:

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  Mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah  datang

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,
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sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak

bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-

bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk atas  Nama PENGGUGAT

Nomor  XXXX tanggal  27  Agustus  2019,  yang  bermeterai  cukup dan

telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/020/II/2019

Tanggal 28 Februari 2019,  yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

KUA Kokap  Kabupaten   Kulon  Progo  Provinsi  D.i.  Yogyakarta,  bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat

dan Tergugat Nomor 3401-LU-24102019, yang dikeluarkan oleh Pejabat

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kulon  Progo,  bukti  surat  tersebut  telah

diberi  meterai  cukup  dan  telah  dinazegelen  pos  dan  telah  sesuai

dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor  581/341/IX/2024,  yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kalirahan Hargorejo tanggal 5 September

2024,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah

dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi
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1. Saksi  1,  tempat dan tanggal  lahir  Kulon Progo, 12 Januari

1988,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai kakak kandung Penggugat Penggugat, yang dalam

persidangan memberikan  keterangan di  bawah sumpah pada  intinya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  1

orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

umur 4 tahun;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  rumah  tangga  antara

Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan

tetapi sejak tahun 2021, Tergugat meminta izin untuk berkerja ke

Kalimantan namun sampai saat ini tidak ada kabar keberadaannya

Tergugat kepada Penggugat dan keluarga;

- Bahwa  sejak  berpisah  tersebut  sampai  dengan  sekarang

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa  anak  Penggugat  saat  ini  tinggal  dan  diasuh

Penggugat   dalam  keadaan  baik,  sehat  dan  nyaman  serta

kebutuhan dasar terpenuhi;

- Bahwa  Penggugat sehari-harinya menjalan-kan ibadah dan

tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau tindak pidana lainnya

dan  Penggugat  sebagai  ibu  yang  bertanggung  jawab  kepada

anaknya;

2. Saksi  2,  tempat  dan tanggal  lahir  Kulon  Progo,  12  Desember  1982,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,
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bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta  sebagai  tetangga  Penggugat Penggugat, yang  dalam

persidangan memberikan  keterangan di  bawah sumpah pada  intinya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  1

orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

umur 4 tahun;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  rumah  tangga  antara

Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan

tetapi sejak tahun 2021, Tergugat meminta izin untuk berkerja ke

Kalimantan namun sampai saat ini tidak ada kabar keberadaannya

Tergugat kepada Penggugat dan keluarga;

- Bahwa  sejak  berpisah  tersebut  sampai  dengan  sekarang

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa  anak  Penggugat  saat  ini  tinggal  dan  diasuh

Penggugat   dalam  keadaan  baik,  sehat  dan  nyaman  serta

kebutuhan dasar terpenuhi;

- Bahwa  Penggugat sehari-harinya menjalan-kan ibadah dan

tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau tindak pidana lainnya

dan  Penggugat  sebagai  ibu  yang  bertanggung  jawab  kepada

anaknya;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  segala  hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah,  meskipun Tergugat  telah dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut

akan  tetapi  tidak  menghadap  persidangan,  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 125 ayat

(1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran  sehingga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal

sampai  saat  ini  serta  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berusaha

mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  kumulasi  hak

asuh  (hadhanah).  Terhadap  kumulasi  objektif  ini,  Majelis  Hakim  berpendapat

bahwa kumulasi perkara ini dapat dibenarkan sepanjang berkaitan erat antara satu

dengan lainnya serta demi tercapainya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi objektif yang diajukan

Penggugat dalam perkara  a quo dapat dibenarkan karena sama-sama termasuk

bidang perkawinan dan proses acaranya juga tidak berlawanan satu dengan lain.

Oleh  sebab  itu,  kumulasi  gugatan  Penggugat  telah  sesuai  dengan  Pasal  86
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini  diperiksa secara verstek, namun

berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat

dikabulkan jika mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan

Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22

ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jis.  angka  3  C

Rumusan  Hukum  Kamar  Agama  SEMA Nomor  3  Tahun  2015,  Majelis  Hakim

memberikan beban pembuktian (bewijstlast/burden of  proof)  kepada Penggugat

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P.1  sampai  dengan  P.4,  merupakan

fotokopi dari akta otentik. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup (vide: Pasal

3  Ayat  (1)  dan  Pasal  5  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea

Materi)  dan  cocok  dengan  aslinya  (vide:  Pasal  1888  Kitab  Undang  Undang

Hukum Perdata),  sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut

telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas

Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 dengan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua)

orang  saksi,  telah  terbukti  Penggugat  bertempat  tinggal  sebagaimana  tersebut

dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal

73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana yang terlah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;
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Menimbang, bahwa P.2 menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Penggugat

dengan Tergugat. Berdasarkan bukti  P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat

telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat

telah  mempunyai  legal  standing dalam mengajukan gugatan  ini,  serta  masing-

masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  bernama  ANAK  PENGGUGAT  DAN

TERGUGAT, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui tempat

tinggalnya sampai saat ini baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara

Republik Indonesia; 

Menimbang,  bahwa  bukti  2  (dua)  orang  saksi  dalam  persidangan  telah

memberikan  keterangan  dan  disumpah  untuk  menjadi  saksi,  serta  tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide: Pasal 145 ayat (1) HIR

jo.  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  dan  Pasal  22

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jis.  Pasal  134  Kompilasi  Hukum

Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar

keterangannya;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  orang  saksi  berdasarkan

pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan

keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan

dalil-dalil  dan  alasan  pokok  gugatan  Penggugat,  dengan  demikian  saksi-saksi

tersebut dipandang telah memenuhi  syarat-syarat materiil,  sehingga keterangan

saksi-saksi  a  quo telah  dapat  diterima  sebagai  bukti  yang  cukup  mendukung

kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan

syarat  formil  dan  materil,  maka  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  terkandung  di

dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1)

dan 172 HIR, Majelis  Hakim menilai  alat  bukti  saksi  Penggugat  dapat  diterima

sebagai  alat  bukti  yang  sah,  dan  nilai  kebenaran  yang  terkandung  dalam
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keterangannya dapat  menguatkan gugatan Penggugat  tentang sengketa  dalam

rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta

hukum sebagai berikut

1. Bahwa  sejak  tahun  2021  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak

pernah  berkumpul  lagi  dan  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya

masing-masing  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  karena  Tergugat  tidak

diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara

Republik Indonesia;

2. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Penggugat  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  untuk  merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena  Penggugat

bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat  dan Tergugat telah dikaruniai  1 (satu) orang anak

yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, saat ini

berada dalam asuhan Penggugat, ibu kandungnya;

4. Bahwa selama asuhan Penggugat, kondisi  anak dalam keadaan baik

dan sehat, Penggugat memberikan pendidikan, kasih sayang dan mengasuh

anak dengan baik,  Penggugat  tidak  pernah melakukan kekerasan kepada

anak, tindakan kriminal,  melanggar norma asusila serta lingkungan tempat

tinggal Penggugat aman nyaman dan kondusif;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

dengan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1

Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  19  huruf  b  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal 116 huruf (b) Kompilasi  Hukum Islam di  antara

alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

hal lain di luar kemampuannya;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di  atas, Majelis Hakim berpendapat

bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat,

dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  telah pecah dan sulit  diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam

sebuah  rumah  tangga  yang  bahagia,  akibatnya  tujuan  perkawinan  tidak  dapat

terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian

justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu

dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang artinya: “Menghindari kerusakan/mafsadat

lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas  Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  alasan  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi  ketentuan Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang No.  1  Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi

Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba’in sughra

Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Penggugat dan

Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT

DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
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Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a

menyatakan:  “….bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,

Pengadilan  memberi  keputusannya,”  oleh  karena  itu  tuntutan  hak  asuh  anak

Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan

Tergugat  masih  berumur  10  tahun  (belum  mumayyiz),  selama  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat anak diasuh oleh Penggugat, anak dalam kondisi sehat

dan baik, terpenuhi kebutuhan dasar serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh

Penggugat,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  kembali  dan  tidak  diketahui

domisilinya; 

Menimbang,  bahwa  salah  satu  prinsip  perlindungan  anak  adalah

mewujudkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sesuai  Pasal  2  Undang-Undang

Nomor  23  Tahun  2002  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35

Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian

maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas,  Majelis  Hakim  menilai

Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai

Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis

Hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan  dengan  menetapkan

Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  atas  anak  yang  bernama  ANAK

PENGGUGAT DAN TERGUGAT,  umur  4  tahun,  sampai  dengan  anak  tersebut

dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian

sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak

tetap  berhak bertemu langsung dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap  dengan
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kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka

Tergugat  tetap  berhak  untuk  mengunjungi  dan  memberikan  kasih  sayang

sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-

cara  yang  patut  dan  tidak  merugikan  kepentingan  anak  serta  dengan

sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan

beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau

kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2)

dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat

dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan  yang  berlaku  serta  ketentuan  hukum syara’ yang  berkaitan  dengan

perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan  anak  yang  bernama  ANAK  PENGGUGAT  DAN

TERGUGAT,  umur  4  tahun,  berada  di  bawah

pemeliharaan (hadhanah) Penggugat  dengan  tetap  memberikan  hak  akses

kepada  Tergugat  selaku  ayah  kandung  untuk  bertemu,  berbicara,  dan

mencurahkan  kasih  sayangnya  terhadap  anak  tersebut dan  jika  terbukti
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Penggugat  tidak  memberi  akses kepada  Tergugat,  maka  hal  tersebut dapat

dijadikan  alasan bagi  Tergugat untuk  mengajukan  gugatan  pencabutan  hak

asuh anak ke Pengadilan;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim  yang

dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  20  Januari  2025 Masehi,  bertepatan

dengan  tanggal  20  Rajab  1446  Hijriyah,  oleh  kami  Zulhery  Artha,  S.Ag,  M.H.

sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan Muhamad Faudzan, S.Sy

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Heru Purwanto,S.H.

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat tanpa  hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Zulhery Artha, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota

ttd

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhamad Faudzan, S.Sy
Panitera Pengganti

ttd

Heru Purwanto,S.H.
Rincian biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
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2. Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp375.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp545.000,00

 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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